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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. 

Laporan Keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur disusun untuk 

menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan 

selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk 

membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang 

telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi 

suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap 

peraturan perundang-undangan. Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur selaku 

entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang 

telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara 

sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan : a) 

Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b) Manajemen Membantu 

para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan 

dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan 

dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana. c) Transparansi 

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui 

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perikanan 

Kabupaten Kutai Timur dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan 

kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan. 

Salah satu maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan yang 

dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur adalah dalam rangka 

mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta 

menjunjung prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Adapun Catatan atas 

Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami secara 

luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun  manajemen entitas 

laporan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus membuat catatan atas laporan 

keuangan sehingga memudahkan dalam memahami isi dari laporan keuangan. 
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Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap pos 

dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan 

Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan/Dinas Kabupaten 

Kutai Timur  Tahun Anggaran 2024 adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun  2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,  

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang 

Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 2020; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

19. Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

20. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Kutai Timur Nomor 96 Tahun 2022; 

21. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 92 Tahun 2023 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

22. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. 

1.3  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Untuk memudahkan pemahaman, maka catatan atas laporan keuangan 

disusun secara sistematika sebagai berikut : 

BAB   I Pendahuluan 

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD 

BAB  II Ikhtisar  Pencapaian  Kinerja  Keuangan SKPD 

 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD 

 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target Yang 

Telah Ditetapkan 

BAB  III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD 

 3.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 

 3.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 

 3.3 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 

 4.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 

BAB  IV Penjelasan atas Informasi Non Keuangan SKPD 

BAB  V Penutup 
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BAB II 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD 

 

2.1  Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD  

Adapun Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada Dinas 

Perikanan periode 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan (Pendapatan) SKPD 

No. Jenis Pendapatan Anggaran Realisasi % 

1 Pajak Daerah     0 

    Pajak Hotel 0,00 0,00 0 

    Dst     0 

2 Retribusi Daerah     0 

    Retribusi Pelayanan Persampahan     0 

Jumlah 0,00 0,00 0 

 

Tabel 2. 2 Realisasi Capaian Target Kinerja Keuangan (Belanja) SKPD 

No.  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 

1 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 
     

  
 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 
 1.250.000.000,0

0 
971.590.835,00 77.72% 

  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   838.630.000  639.712.774  76.22% 

   Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD    76.327.000  69.643.230  91.24% 

 
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-

SKPD 
  68.436.000 60.611.278 88.57% 

 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   26.327.000 22.825.900 86.70% 

 
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-

SKPD 
  50.000.000 46.348.760 92.70% 

 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
  90.280.000 58.176.800 64.44% 

 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 
 

100.000.000 74.812.093 74.81% 

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
 

17.573.616.060 12.403.941.313 70,58% 

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
 

15.011.476.781 10.206.565.538 67.99% 
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No.  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 

 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
 

2.312.139.279 2.003.973.938 86.67% 

 
Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian / Verifikasi 

Keuangan SKPD 
 

 
114.006.000 109.066.678 95.67% 

 
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan  

Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD 
 

 
135.994.000 84.335.159 62.01% 

 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
 

3.867.085.000 3.521.481.715 91,07% 

 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 
 

 
889.045.000 869.996.300 97.86% 

 Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  
 

96.280.000 69.194.500 71.87% 

 
Pendididkan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 
 

 
2.881.760.000 2.582.290.915 89.61% 

 Administrasi Umum  Perangkat Daerah  
 

3.257.245.000 1.129.775.832 34,70% 

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
 

855.165.000 484.645.824 56.67% 

 Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
 

567.080.000 461.780.241 81.43% 

 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  
 

200.000.000 183.349.767 91.67% 

 
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik pada SKPD 
 

 
- - - 

 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
 

 
1.635.000.000 1.586.000.000 97,00% 

 
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 
 

 
1.635.000.000 1.586.000.000 97.00% 

 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
 

 
1.706.670.000 1.150.118.921 67,37% 

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 

Lapangan 

 
 

161.760.000 69.888.529 43.21% 

 
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan 

Bangunan lainya 
 

 
1.544.910.000 1.080.230.392 69.92% 

2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP  
 

19.842.736.154 17.959.958.414 90,51% 

 

Pengelolaan Penangkapan ikan di wilayah sungai, 

danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang 

adapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

 
 

16.499.276.154 15.558.719.211 94,30% 

 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan  
 

750.000.000 598.575.780 79.81% 

 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap  
 

9.406.540.000 8.956.495.451 95.22% 
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No.  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 

 
Penjaminan  Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan 

Tangkap 
 

 
6.342.736.154 6.003.647.980 94.65% 

 
Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 
 

 
3.043.460.00 2.217.377.903 72,87% 

 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil  
 

3.043.460.00 2.217.377.903 72.86% 

 

Penerbitan Tanda Daftar Kapal Peikanan Berukuran 

Sampai Dengan 10 GT di Wilayah di Sungai, Danau, 

Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainya yang Dapat 

Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah / Kabupaten Kota.   

 
 

300.000.000 183.861.300 61,29% 

 

Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda 

Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 

GT. 

 
 

                
100.000.000  

 

43.705.040 43.71% 

 
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan 

Berukuran sampai dengan 10 GT 
 

 
200.000.000 140.156.260 70.08% 

3 
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN 

BUDIDAYA 
 

 
5.489.466.756 4.435.533.063 80,76% 

 

Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang 

Pembudidayaan Ikan yang usahanya dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten / Kota 

 
 

150.000.000 135.712.250 90,47% 

 

Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang 

Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan / atau 

Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten  / Kota yang Menggunakan Teknologi 

sederhana, Semi Intensif, dan Intensif Serta tidak 

Menggunakan Modal Asing dan / atau Tenaga Kerja 

Asing. 

 
 

150.000.000 135.712.250 90.47% 

 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan  
 

5.109.466.756 4.171.244.613 55,90% 

 
Pengelolaan Kesehatan ikan dan lingkungan budidaya 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 
 

 
500.000.000 472.940.113 94.59% 

4 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil  
 

230.000.000 128.576.200 55.94% 

 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil  
 

- -  

 

 

Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan 

Pengembangan Kelembangaan Pembudi Daya Ikan 

Kecil 

 
 

80.000.000 75.671.500 94.59% 

 

 

Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

 
 

150.000.000 52.904.700 35.27% 

 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan  
 

5.109.466.756 4.171.244.613 81.63% 

 
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan 

dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 
 

 
150.000.000 104.973.450 69.98% 

 
Penyediaan Prasarana  Pembudidayaan Ikan dalam 1 

(satu) Daerah Kabupaten / Kota 
 

 
3.784.466.756 3.087.374.300 81.58% 
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No.  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 

 
Penjaminan  Ketersediaan Sarana  Pembudidaya Ikan 

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 
 

 
175.000.000 152.093.750 86.91% 

 
Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air 

untuk pembudidayaan ikan di darat 
 

 
500.000.000 353.863.000 70.77% 

5 
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN 

PERIKANAN 
800.000.000  772.705.380  96.59% 

  

 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah 

Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air 

lainynya yang Dapat diusahakan dalam 

Kabupaten/Kota 

 800.000.000  772.705.380  96.59% 

  

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah 

sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya 

yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota  

    500.000.000 490.952.380  98.19% 

 

Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan 

di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan 

Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 

Kabupaten/Kota 

   300.000.000 281.753.440  93.92% 

6 
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN 

HASIL PERIKANAN 
  1.700.000.000 1.546.984.332 91.00% 

 
Penerbitan Tanda daftar Usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan bagi usaha skala Mikro dan kecil 
  300.000.000 258.340.902 86.11% 

 

Penyediaan dan Informasi Usaha Pemasaran dan 

Pengolahan Hasil Perikanan dalam Satu (1) Daerah 

Kabupaten / Kota 

  300.000.000 258.340.902 86.11% 

 
Pembinaan Mutu dan keamanan hasil perikanan bagi 

usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan kecil 
  900.000.000 821.939.700 91.33% 

 

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan 

atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran 

Skala Mikro dan Kecil 

  900.000.000 821.939.700 91.33% 

 

Penyedia dan Penyaluran Bahan Baku Industri 

Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / 

Kota 

  500.000.000 466.703.730 93.34% 

 

Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala 

Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / 

Kota 

  500.000.000 466.703.730 93.34% 

6 UPT BBI KALIORANG   500.000.000 465.132.568 86.11% 
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No.  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 

 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil   420.000.000 397.889.105 94.74% 

 
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil ( 

UPT Balai Benih Ikan Kaliorang ) 
  420.000.000 397.889.105 94.74% 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah   50.000.000 44.062.563 88.13% 

 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. 

Balai Benih Ikan Kaliorang) 
  50.000.000 44.062.563 88.13% 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   30.000.000 23.180.900 77.27% 

 
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik (UPT. Balai Benih Ikan Kaliorang) 
  30.000.000 23.180.900 77.27% 

7 UPT BBU TELUK LOMBOK   50.000.000 42.283.600 84.57% 

 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil   50.000.000 42.283.600 84.57% 

 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil   50.000.000 42.283.600 84.57% 

 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah   50.000.000 34.456.420 68.91% 

  
Pendidikan dan Pelatihan Pengawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi (UPT. Balai Benih Udang Teluk Lombok) 
   50.000.000 34.456.420 68.91% 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah   20.000.000 17.275.300 86.38% 

 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPT. 

Balai Benih Udang Teluk Lombok) 
  20.000.000 17.275.300 86.38% 
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No.  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 

8 UPT BBIAL SANGKIMA       

 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil   80.000.00 .97476.716 95.90% 

 

Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

  80.000.00 .97476.716 95.90% 

 Administrasi Kepengawaian Perangkat Daerah   50.000.000 49.917.232 99.83% 

 
Pendidikan dan Pelatihan Pengawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi (UPT. Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba) 
  50.000.000 49.917.232 99.83% 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah   20.000.000 19.939.212 99.70% 

 
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

(UPT.Balai Benih Ikan Air Laut Teluk Kaba) 
  20.000.000 19.939.212 99.70% 

9 UPT TPI KENYAMUKAN    400.000.000 396.223.039 99.06% 

 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) ( UPT. TPI Kenyamukan ) 
  400.000.000 396.223.039 99.06% 

 
Pelayanan  Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) (UPT.TPI Kenyamukan) 
  400.000.000 396.223.039 99.06% 

10 UPT TPI SANGKULIRANG   200.000.000 193.982.932 96.99% 

 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) ( UPT. TPI Sangkulirang ) 
  200.000.000 193.982.932 96.99% 

 
Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (UPT. TPI Sangkulirang) 
  200.000.000 193.982.932 96.99% 
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No.  Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 

Jumlah 
56.856.818.970,

00 

46.774.017.522,

00 
82.27% 

2.1  Hambatan dan Kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan 

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapain target yang telah 

ditetapkan pada Dinas Perikanan  antara lain : 

1. Mobilitas Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai; 

2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah; 

3. Penegakan Hukum dan Perundang–undangan masih lemah; 

4. Pengawalan Pimpinan Daerah, Tamu, Pejabat Pusat dan Tamu Negara belum 

maksimal; 

5. PemeliharaanKetentraman dan Pencegahan Tindak Kriminal Pemberantasan 

Penyakit Masyarakat (Pekat) belum terlaksana dengan baik sesuai yang 

diinginkan masyarakat; 

6. Jumlah Personil dalam rangka pengamanan dan penertiban masih terbatas; 

7. Perubahan–perubahan atas Peraturan Pemerintah mengakibatkan setiap Personil 

Satuan Polisi Pamong Praja harus selalu mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis 

serta Sosialisasi terhadap adanya Peraturantersebut dalam rangka peningkatan 

sumber daya manusia; 

8. Masih kurangnya kecermatan dalam perencanaan, penganggaran dan 

pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang dikelola pada Satuan Polisi Pamong Praja 

Kab. Kutai Timur.  
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BAB III  

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD 

 

3.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 

3.1.1  Pendapatan-LRA 

Dinas Perikanan Merupakan Unit SKPD yang tidak memiliki pendapatan. 

3.1.2 Belanja 

Belanja pada Dinas Perikanan terdiri dari belanja operasi yaitu belanja 

pegawai dan belanja barang dan jasa, kemudian belanja modal yang terdiri dari 

belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja 

modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja 

modal aset lainnya. Laporan realisasi anggaran belanja dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3. 1 Realisasi Belanja Dinas Perikanan  TA. 2023 dan TA. 2024 

 

No. Uraian Anggaran 2024 
Realisasi 2024 

Realisasi 2023 
(Rp) % 

1 Belanja Operasi 51.732.650.601,25 42.521.094.990,00 85,09 36.898.760.977,00 

    Belanja  Pegawai 15.400.147.581,00 10.559.805.538,00 68,57 8.808.666.299,00 

    Belanja Barang dan Jasa 34.391.956.590,25 30.521.361.702,00 88,75 24.480.293.613,00 

2 Belanja Modal 5.124.168.368,75 4.252.922.532,00 83,00 3.420.739.112,00 

    
Belanja Peralatan dan 

Mesin 
2.658.917.123,75 2.339.791.551,00 88,00 2.419.724.112,00 

    
Belanja Gedung dan 

Bangunan 
660.771.745,00 202.978.615,00 30,72 601.015.000,00 

    
Belanja Modal Aset 

Tetap Lainnya 
4.867.500,00 4.850.000,00 99,64 400.000.000,00 

    
Belanja Aset Tetap 

Lainnya 
1.799.612.000,00 1.705.302.366,00 94,76 0,00 

Jumlah 56.856.818.970,00 46.774.017.522,00 82,27 40.319.500.089,00 

 

Realisasi belanja tahun anggaran 2024 sebesar Rp46.774.017.522.00 atau 

82,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp56.856.818.970,00. Hal ini 

berarti, terjadi kenaikan belanja sebesar Rp7.817.127.771,55 atau 5,62% jika 

dibanding dengan belanja tahun 2023 yang sebesar Rp139.015.970.418,20. 
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3.1.2.1 Belanja Pegawai 

Belanja pegawai Dinas Perikanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

secara rinci sebagai berikut : 

Tabel 3. 2 Realisasi Belanja Pegawai Dinas Perikanan  TA. 2023 dan TA. 2024 
 

No. Uraian Anggaran 2024 
Realisasi 2024 

Realisasi 2023 
(Rp) % 

1 
Belanja Gaji dan 

Tunjangan 
6.069.020.063.00 4.108.488.854,00 67,70 3.273.922.850,00 

    
Belanja Gaji Pokok 

PNS 
3.360.000.000,00 2.680.798.440,00 79,79 23.884.183.940,00 

  
Belanja Gaji Pokok 

PPPK 
960.000.000,00 538.619.400,00 56,11 - 

    
Belanja Tunjangan 

Keluarga ASN 
350.000.000,00 240.759.628,00 68,79 230.843.528,00 

  
Belanja Tunjangan 

Keluarga PPPK 
140.000.000,00 56.348.770,00 40,25 - 

    
Belanja Tunjangan 

Jabatan 
365.000.000,00 146.705.000,00 40,19 202.870.000,00 

    
Belanja Tunjangan 

Fungsional 
225.000.000,00 125.840.000,00 55,93 6.900.000,00 

  
Belanja Tunjangan 

Fungsional PPPK 
87.000.000,00 61.470.000,00 70,66 - 

    
Belanja Tunjangan 

Fungsional Umum 
235.000.000,00 69.650.000,00 29,64 162.754.636,00 

    
Belanja Tunjangan 

Beras PNS 
250.000.000,00 142.522.560,00 57,01 149.764.560,00 

  
Belanja Tunjangan 

Beras PPPK 
87.000.000,00 40.917.300,00 47,03 - 

    

Belanja Tunjangan 

PPh/Tunjangan 

Khusus PNS 

5.000.000,00 4.816.238,00 96,32 2.000.000,00 

  

Belanja Tunjangan 

PPh/Tunjangan 

Khusus PPPK 

4.200.000,00 - - - 

    
Belanja Pembulatan 

Gaji PNS 
400.063,00 30.930,00 7,73 36.136,00 

  
Belanja Pembulatan 

Gaji PPPK 
420.000,00 10.588,00 2,52 - 

2 
Belanja Tambahan 

Penghasilan PNS 
8.942.456.718,00 6.098.076.684,00 68,19 4.861.942.849,00 

    

Belanja Tambahan 

Penghasilan 

Berdasarkan Beban 

Kerja PNS 

7.832.456.718,00 5.510.076.684,00 70,35 4.777.942.849,00 

    

Tambahan 

Penghasilan 

berdasarkan Beban 

Kerja PPPK 

1.110.000.000,00 588.000.000,00 52,97 84.000.000,00 

Jumlah 70.701.983.688,00 68.702.143.788,00 97,17 54.133.680.596,00 
 

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024 sebesar 

Rp68.702.143.788,00 atau 97,17% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 

Rp70.701.983.688,00. Hal ini berarti, terjadi kenaikan belanja pegawai sebesar 
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Rp14.568.463.192,00 atau 26,91% jika dibanding dengan belanja tahun 2023 yang 

sebesar Rp54.133.680.596,00 

3.1.2.2  Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa Dinas Perikanan secara rinci dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 

 

 
 

Tabel 3. 3 Realisasi  Belanja Barang dan Jasa Dinas Perikanan  TA. 2023 

dan TA. 2024 
 

No. Uraian Anggaran 2024 
Realisasi 2024 

Realisasi 2023 
(Rp) % 

1 

Belanja Honorarium 

Penanggungjawaban Pengelola 

Keuangan 

375.070.800,00 353.240.000,00 94,18 596.510.600,00 

2 
Belanja Honorarium Pengadaan 

Barang/Jasa 
13.600.000,00 - - 76.290.000,00 

3 
Belanja Bahan-Bahan Bangunan 

dan Konstruksi 
41.317.431,00 33.661.520,00 81,47 34.232.758,00 

4 Belanja Bahan-Bahan Kimia 10.762.560,00 6.858.000,00 63,72 2.850.000,00 

4 
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 

Pelumas 
32.594.000,00 7.548.729,00 23,16 22.281.775,00 

5 
Belanja Bahan-Bahan/Bibit 

Tanaman 
10.005.060,00 9.957.500,00 99,52 0,00 

6 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 0,00 0,00 0,00 1.867.000,00 

7 
Belanja Bahan-Bahan/Bibit 

Ternak/Bibit Ikan 
42.060.000,00 42.040.000,00 99,95 5.000.000,00 

8 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.159.150,00 21.040.160,00 83,63 0,00 

9 
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang 

Alat Angkutan 
54.749.125,00 28.720.000,00 52,46 30.478.960,00 

10 
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang 

Alat Besar 
5.355.000,00 5.355.000,00 100,00 0,00 

11 
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang 

Alat Bengkel 
7.262.000,00 5.560.000,00 76,56 0,00 

12 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Alat Tulis Kantor 
181.141.004,00 155.069.105,00 85,61 201.262.223,00 

13 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Kertas dan Cover 
224.438.235,00 182.086.336,00 81,13 116.943.198,00 

14 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Bahan Cetak 
259.795.889,25 197.430.268,00 75,99 254.159.714,00 

15 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Benda Pos 
66.523.085,00 54.433.100,00 81,83 42.867.970,00 

16 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Bahan Komputer 
134.108.447,00 100.617.574,00 75,03 75.626.502,00 

17 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Perabot Kantor 
66.788.759,00 65.936.900,00 98,72 27.152.793,00 

18 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Alat Listrik 
30.560.080,00 30.200.500,00 98,82 29.495.490,00 
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No. Uraian Anggaran 2024 
Realisasi 2024 

Realisasi 2023 
(Rp) % 

19 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Perlengkapan Dinas 
139.652.400,00 129.732.750,00 92,90 264.937.465,00 

20 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Perlengkapan Pendukung 

Olahraga 

281.627.030,00 278.200.000,00 98,78 66.862.500,00 

21 
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor- Suvenir/Cendera Mata 
516.236.470,00 484.630.000,00 93,88 149.730.000,00 

22 

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan 

Kantor Lainnya 

73.263.995,00 65.449.000,00 89,33 43.071.000,00 

23 
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan 

Lainnya 
16.263.985,00 11.759.000,00 72,30 0,00 

24 

Belanja Persediaan untuk 

Dijual/Diserahkan-Persediaan 

untuk Dijual/Diserahkan kepada 

Masyarakat 

16.222.753.926,00 15.813.087.909,00 97,47 13.101.170.335,00 

25 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 33.612.000,00 33.560.000,00 99,85 780.000,00 

26 
Belanja Makanan dan Minuman 

Rapat 
334.580.496,00 293.808.756,00 87,81 171.660.000,00 

27 
Belanja Makanan dan Minuman 

Jamuan Tamu 
15.742.000,00 8.915.000,00 56,63 146.859.048,00 

28 
Belanja Pakaian Dinas Harian 

(PDH) 
32.000.000,00 32.000.000,00 100,00 184.848.000,00 

29 
Belanja Pakaian Dinas Lapangan 

(PDL) 
631.576.480,00 605.926.950,00 95,94 149.955.000,00 

30 Belanja Pakaian KORPRI 0,00 0,00 0,00 53.724.000,00 

31 Belanja Pakaian Adat Daerah 0,00 0,00 0,00 27.195.000,00 

32 Belanja Pakaian Batik Tradisional 57.820.000,00 57.700.000,00 99,79 148.373.250,00 

33 Belanja Pakaian Olahraga 115.596.000,00 110.680.000,00 95,75 171.050.000,00 

34 Belanja Pakaian Jas/Safari 0,00 0,00 0,00 73.593.000,00 

35 

Honorarium Narasumber atau 

Pembahas, Moderator, Pembawa 

Acara, dan Panitia 

257.850.000,00 242.300.000,00 93,97 104.070.000,00 

36 

Honorarium Tim Pelaksana 

Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan 

0,00 0,00 0,00 40.200.000,00 

37 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.033.200,00 610.000,00 30,00 0,00 

38 
Belanja Jasa Tenaga Penanganan 

Prasarana dan Sarana Umum 
0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 

39 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.312.139.279,00 2.003.973.938,00 86,67 2.117.293.023,00 

40 
Belanja Jasa Tenaga Operator 

Komputer 
0,00 0,00 0,00 62.307.000,00 

41 
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan 

Umum 
500.000,00 500.000,00 100,00 0,00 

42 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 70.500.000,00 70.500.000,00 100,00 90.600.000,00 

43 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 61.500.000,00 61.500.000,00 100,00 82.600.000,00 

44 Belanja Jasa Tenaga Supir 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00 
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No. Uraian Anggaran 2024 
Realisasi 2024 

Realisasi 2023 
(Rp) % 

45 
Belanja Jasa Juri 

Perlombaan/Pertandingan 
3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 4.000.000,00 

46 
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan 

Teknologi 
0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

47 
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi 

Telepon, Air, dan Listrik 
0,00 0,00 0,00 4.710.580,00 

48 
Belanja Jasa Penyelenggaraan 

Acara 
18.261.000,00 18.110.000,00 99,17 49.200.000,00 

49 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 4.273.500,00 71,23 0,00 

50 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 1.737.400,00 28,96 1.181.300,00 

51 Belanja Tagihan Listrik 9.300.000,00 8.824.000,00 94,88 4.328.500,00 

52 

Belanja 

Kawat/Faksimili/Internet/TV 

Berlangganan 

3.600.000,00 3.196.800,00 88,80 14.354.800,00 

53 Belanja Paket/Pengiriman 354.000,00 0,00 0,00 0,00 

54 
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, 

dan Perizinan 
17.000.000,00 4.266.800,00 25,10 7.451.520,00 

55 Belanja Sewa Lapangan Lainnya 0,00 0,00 0,00 16.900.000,00 

56 
Belanja Sewa Kendaraan Dinas 

Bermotor Perorangan 
0,00 0,00 0,00 397.400.000,00 

57 
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor 

Penumpang 
510.000.000,00 462.000.000,00 90,59 3.000.000,00 

58 
Belanja Sewa Bangunan Gedung 

Kantor 
6.000.000,00 1.500.000,00 25,00 0,00 

59 
Belanja Sewa Bangunan Gedung 

Tempat Pertemuan 
3.885.000,00 1.500.000,00 38,61 16.400.000,00 

60 
Belanja Sewa Bangunan Gedung 

Tempat Olahraga 
24.000.000,00 24.000.000,00 100,00 19.200.000,00 

61 Belanja Sewa Taman 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 

62 
Belanja Sewa Bangunan Gedung 

Tempat Kerja Lainnya 
105.112.000,00 53.560.000,00 50,96 0,00 

63 

Belanja Jasa Konsultansi 

Perencanaan Arsitektur-Jasa 

Desain Arsitektural 

630.000.000,00 625.274.100,00 99,25 0,00 

64 

Belanja Jasa Konsultansi 

Perencanaan Arsitektur-Jasa 

Arsitektur Lainnya 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 59.999.000,00 

65 

Belanja Jasa Konsultansi 

Pengawasan Rekayasa-Jasa 

Pengawas Pekerjaan Konstruksi 

Bangunan Gedung 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
38.017.000,00 

66 

Belanja Jasa Konsultansi 

Pengawasan Rekayasa-Jasa 

Pengawas Pekerjaan Konstruksi 

Teknik Sipil Air 

36.315.000,00 0,00 0,00 0,00 

67 Belanja Sosialisasi 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 

68 Belanja Bimbingan Teknis 2.061.500.000,00 1.847.270.000,00 89,61 864.200.000,00 

69 
Belanja Pemeliharaan Alat 

Angkutan-Alat Angkutan Darat 
30.000.000,00 19.013.000,00 63,38 25.755.000,00 
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No. Uraian Anggaran 2024 
Realisasi 2024 

Realisasi 2023 
(Rp) % 

Bermotor-Kendaraan Dinas 

Bermotor Perorangan 

70 

Belanja Pemeliharaan Alat 

Angkutan-Alat Angkutan Darat 

Bermotor-Kendaraan Bermotor 

Penumpang 

0,00 0,00 0,00 15.424.000,00 

71 

Belanja Pemeliharaan Alat 

Angkutan-Alat Angkutan Darat 

Bermotor-Kendaraan Bermotor 

Beroda Dua 

20.000.000,00 4.780.000,00 23,90 14.595.000,00 

72 

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 

dan Rumah Tangga-Alat Kantor-

Alat Kantor Lainnya 

0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 

73 

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 

dan Rumah Tangga-Alat Rumah 

Tangga-Alat Pendingin 

13.800.000,00 7.700.000,00 55,80 24.000.000,00 

74 

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 

dan Rumah Tangga-Alat Rumah 

Tangga-Alat Rumah Tangga 

Lainnya (Home Use) 

0,00 0,00 0,00 125.000,00 

75 

Belanja Pemeliharaan Alat 

Laboratorium-Unit Alat 

Laboratorium-Alat Laboratorium 

Lain 

6.438.000,00 6.438.000,00 100,00 0,00 

76 
Belanja Pemeliharaan Komputer-

Komputer Unit-Personal Computer 
0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 

77 

Belanja Pemeliharaan Komputer-

Peralatan Komputer-Peralatan 

Personal Computer 

1.800.000,00 900.000,00 50,00 3.600.000,00 

78 

Belanja Pemeliharaan Bangunan 

Gedung-Bangunan Gedung 

Tempat Kerja-Bangunan Gedung 

Kantor 

0,00 0,00 0,00 699.958.755,00 

79 

Belanja Pemeliharaan Bangunan 

Gedung-Bangunan Gedung 

Tempat Kerja-Bangunan Gedung 

Tempat Kerja Lainnya 

178.145.504,00 177.832.577,00 99,82 180.058.176,00 

80 
Belanja Pemeliharaan Jalan dan 

Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya 
0,00 0,00 0,00 198.288.779,00 

81 

Belanja Pemeliharaan Jaringan-

Jaringan Listrik-Jaringan Listrik 

Lainnya 

0,00 0,00 0,00 149.572.500,00 

82 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.318.364.000,00 4.693.992.935,00 74,29 3.465.376.699,00 

83 
Belanja Perjalanan Dinas Dalam 

Kota 
1.915.365.000,00 1.204.744.595,00 62,90 0,00 

84 
Belanja Hadiah yang Bersifat 

Perlombaan 
32.100.000,00 32.100.000,00 100,00 44.000.000,00 

85 
Belanja Jasa yang Diberikan kepada 

Pihak Ketiga/Pihak Lain 
39.750.000,00 36.000.000,00 90,57 28.050.000,00 

86 

Belanja Hibah Barang kepada 

Badan dan Lembaga Nirlaba, 

Sukarela dan Sosial yang Telah 

Memiliki Surat Keterangan 

Terdaftar 

1.940.546.430,00 1.439.927.750,00 74,20 3.609.801.065,00 

Jumlah 51.732.650.601,25 42.521.094.990,00 82,19 36.898.760.977,00 
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Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024 sebesar 

Rp42.521.094.990,00 atau 82,19% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 

Rp51.732.650.601,25. Hal ini berarti, terjadi Kenaikan belanja barang dan jasa 

sebesar Rp5.622.334.013 atau 0.13% jika dibanding dengan belanja tahun 2023 

yang sebesar Rp36.898.760.977,00 

 

3.1.2.3 Belanja Modal 

Jumlah belanja modal pada Dinas Perikanan secara rinci dapat dilihat  

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3. 4 Realisasi Belanja Modal Dinas Perikanan  TA. 2023 dan TA. 2024 

No. Uraian Anggaran 2024 
Realisasi 2024 

Realisasi 2023 
(Rp) % 

1 
Belanja Peralatan dan 

Mesin 
2.658.917.123,75 2.339.791.551,00 88,00 2.419.724.112,00 

    Belanja Modal Pompa 0,00 0,00 0,00 62.400.000,00 

    

Belanja Modal 

Perlengkapan 

Kebakaran Hutan 

0,00 0,00 96,30 520.000,00 

    

Belanja Modal 

Kendaraan Bermotor 

Beroda Dua 

110.792.000,00 76.420.000,00 68,98 0,00 

    

Belanja Modal 

Kendaraan Bermotor 

Khusus 

1.125.000.000,00 1.124.000.000,00 99,91 0,00 

    

Belanja Modal Alat 

Pemeliharaan 

Tanaman/Ikan/Ternak 

0,00 0,00 0,00 4.360.000,00 

    
Belanja Modal Alat 

Produksi Perikanan 
34.400.000,00 34.400.000,00 100,00 23.600.000,00 

    
Belanja Modal Alat 

Pengolahan Lainnya 
8.060.820,00 8.000.000,00 99,25 0,00 

    
Belanja Modal Mesin 

Hitung/Mesin Jumlah 
0,00 0,00 0,00 12.300.000,00 

    

Belanja Modal Alat 

Penyimpan 

Perlengkapan Kantor 

69.937.770,00 66.631.520,00 95,27 82.460.921,00 

    
Belanja Modal Alat 

Kantor Lainnya 
97.125.133,00 92.717.774,00 95,46 56.380.000,00 

    Belanja Modal Mebel 79.106.917,75 72.000.000,00 91,02 165.942.000,00 

    
Belanja Modal Alat 

Pembersih 
0,00 0,00 0,00 19.630.000,00 

    
Belanja Modal Alat 

Pendingin 
33.054.690,00 32.231.405,00 97,51 125.821.226,00 

    
Belanja Modal Alat 

Dapur 
0,00 0,00 0,00 13.462.813,00 

  

Belanja Modal Alat 

Rumah Tangga 

Lainnya (Home Use) 

268.184.880,00 68.929.760,00 25,70 310.248.885,00 
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No. Uraian Anggaran 2024 
Realisasi 2024 

Realisasi 2023 
(Rp) % 

  
Belanja Modal Alat 

Pemadam Kebakaran 
2.755.242,00 2.400.000,00 87,11 14.400.000,00 

  

Belanja Modal Kursi 

Tamu di Ruangan 

Pejabat 

38.850.000,00 34.000.000,00 87,52 0,00 

  

Belanja Modal 

Peralatan Studio 

Gambar 

0,00 0,00 0,00 56.600.000,00 

  

Belanja Modal 

Peralatan Studio 

Pemetaan/Peralatan 

Ukur Tanah 

36.309.000,00 36.260.000,00 99,87 0,00 

  

Belanja Modal Alat 

Komunikasi Radio 

VHF 

37.170.000,00 0,00 0,00 0,00 

  
Belanja Modal 

Humidity Control 
3.650.790,00 3.250.000,00 89,02 39.600.000,00 

  
Belanja Modal Alat 

Laboratorium Lain 
132.967.740,00 132.107.400,00 99,35 0,00 

  
Belanja Modal 

Personal Computer 
404.521.050,00 387.769.595,00 95,86 904.367.773,00 

  

Belanja Modal 

Komputer Unit 

Lainnya 

0,00 0,00 0,00 157.480.000,00 

  

Belanja Modal 

Peralatan Personal 

Computer 

64.729.947,00 64.672.247,00 99,91 352.388.494,00 

  

Belanja Modal 

Peralatan Komputer 

Lainnya 

112.301.144,00 104.001.850,00 92,61 17.762.000,00 

2 
Belanja Modal Bangunan 

Gedung Tempat Kerja 
660.771.745,00 202.978.615,00 30,72 601.015.000,00 

    

Belanja Modal 

Bangunan Gedung 

Kantor 

432.137.745,00 202.978.615,00 46,97 601.015.000,00 

    

Belanja Modal 

Bangunan Gedung 

Tempat Kerja Lainnya 

228.634.000,00 0,00 0,00 0,00 

3 Belanja Modal Tanaman 4.867.500,00 4.850.000,00 99,64 0,00 

    
Belanja Modal 

Tanaman 
4.867.500,00 4.850.000,00 99,64 0,00 

 4   
Belanja Modal Aset 

Tidak Berwujud 
0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 

    Belanja Modal Kajian 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 

5 
Belanja Modal Aset Tidak 

Berwujud 
1.799.612.000,00 1.705.302.366,00 94,76 0,00 

    

Belanja Modal Aset 

Tidak Berwujud-

Kajian 

1.799.612.000,00 1.705.302.366,00 94,76 0,00 

Jumlah 5.124.168.368,75 4.252.922.532,00 83,00 3.420.739.112,00 
 

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2024 sebesar Rp 

4.252.922.532,00. atau 83,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 
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Rp 5.124.168.368,75. Hal ini berarti, terjadi Kenaikan belanja modal sebesar 

Rp832.183.420 atau 0,19% jika dibanding dengan belanja tahun 2023 yang 

sebesar Rp3.420.739.112,00 

 

3.2 Penjelasan atas Pos-pos Neraca 

3.2.1 Aset Lancar 

Aset lancar adalah sumber daya ekomonis yang diharapkan dapat 

dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai dalam satu tahun periode akuntansi. 

Total aset lancar yang dimiliki oleh Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 terdiri 

dari : 
 

Tabel 3. 5 Aset Lancar  Dinas Perikanan  TA. 2023 dan TA. 2024 

No. Uraian 

Saldo 

Per 31 Desember 

2024 

Saldo 

Per 31 Desember 

2023 

1 Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 

2 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 0,00 

3 Kas di BLUD 0,00 0,00 

4 Kas di Bendahara FKTP 0,00 0,00 

5 Kas Lainnya 150.128.247,00 13.592.850,00 

6 Piutang Pendapatan 0,00 0,00 

7 Persediaan 17.040.090.306,00 5.628.049.730,00 

Jumlah Aset Lancar 20.746.509.247,67 8.496.677.404,93 

a. Kas di Bendahara Penerimaan 

Saldo kas pada Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 

sebesar Rp0,00.  

b. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan per 31 Desember 

2024 sebesar Rp0,00.  

c. Kas di BLUD 

Saldo Kas pada BLUD Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00  

 

Tabel 3. 6 Daftar Kas pada BLUD TA. 20xx dan TA. 20xx 

d. Piutang Pendapatan 

Saldo piutang pendapatan pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 

sebesar Rp918.786.700,00 dengan rincian sebagai berikut:  
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e. Penyisihan Piutang  

Saldo penyisihan piutang pendapatan pada Dinas Perikanan per 31 

Desember 2024 sebesar Rp0,00 

 
 

f. Persediaan 

Saldo persediaan pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp18.871.964.057,00 dengan rincian sebagai berikut:  
 

Tabel 3. 7 Rekapitulasi Persediaan  Dinas Perikanan TA. 2023 dan TA. 

2024 

NO URAIAN 
SALDO 

AWAL 2024 

BELANJA 

PERSEDIAAN 

PEMAKAIAN 

PERSEDIAAN 

REKLASIFIKASI 

BELANJA 

DILUAR 

BELANJA 

PERSEDIAAN 

SALDO AKHIR 

PERSEDIAAN 

1 PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS 

    Bahan 0.00  121.105.909,00  121.105.909,00  0.00  0.00  

    Suku Cadang 0.00  39.635.000,00  39.635.000,00  0.00  0.00  

    Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor 0.00  1.743.785.533,00  1.743.785.533,00  0.00  0.00  

    Obat-Obatan 0.00  11.759.000,00  11.759.000,00  0.00  0.00  

    
Persediaan Untuk 

Dijual/Diserahkan 
0.00  15.813.087.909,00  15.813.087.909,00  0.00  0.00  

    
Persediaan Untuk Tujuan 

Strategis/Berjaga-Jaga 
0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

    Natura Dan Pakan 0.00  336.283.756,00  336.283.756,00  0.00  0.00  

    Persediaan Penelitian 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

    Persediaan Dalam Proses 0.00  806.306.950,00  806.306.950,00  0.00  0.00  

  JUMLAH 0.00  18.871.964.057,00  18.871.964.057,00  0,00  0.00  

                  

2 PERSEDIAAN BARANG TAK PAKAI HABIS 

    KOMPONEN 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

    P I P A 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  JUMLAH 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

                  

3 
PERSEDIAAN BARANG BEKAS 

DIPAKAI 
          

    Komponen Bekas Dan Pipa Bekas 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  JUMLAH 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

                  

JUMLAH PERSEDIAAN (1+2+3) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

 

Jumlah persediaan sebesar Rp18.871.964.057,00 terdiri dari persediaan bahan 

pakai habis sebesar Rp18.871.964.057,00 
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3.2.2  Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi atau setahun yang kepemilikannya digunakan dalam kegiatan 

pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Aset tetap yang dimiliki 

Dinas Perikanan dan per 31 Desember 2024  dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 3. 8 Aset Tetap Dinas Perikanan TA. 2023 dan TA. 2024 

Uraian 

Saldo 

Per 31 Desember 

2024 

Saldo 

Per 31 Desember 

2023 

Selisih 

Tanah 5.801.678.000,00  5.801.678.000,00 0,00  

Peralatan dan Mesin 11.721.696.553,29  9.381.905.002,29  2.339.791.551,00  

Gedung dan Bangunan 16.803.301.113,00  16.600.322.498,00  202.978.615,00  

Jalan, Irigasi dan Jaringan 6.268.866.220,00  6.268.866.220,00  0,00 

Aset Tetap Lainnya 26.913.000,00  22.063.000,00  4.850.000,00 

Konstruksi Dalam 

Pengerjaan 
0,00 0,00 0,00  

Akumulasi Penyusutan (13.821.163.202,72) (13.821.163.202,72) 0,00 

Jumlah 26.801.291.683,57  24.253.671.517,57  2.547.620.166,00 

 

Penjelasan atas aset tetap dari tabel di atas sebagai berikut : 

a. Tanah  

Nilai aset tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 5.801.678.000,00 adalah nilai jumlah 

tanah yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Dinas Perikanan Kabupaten 

Kutai Timur bila dibandingkan tahun 2023 tidak ada peningkatan untuk aset tanah ini. 

Nilai yang tercantum pada Laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil 

inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki 

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan neraca. 

Saldo Per 31 Desember 2024 Rp 5.801.678.000.00 

Mutasi Tambah Rp 0.00 

Mutasi Kurang Rp 0.00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Rp 0.00 

Akumulasi Penyusutan Rp 0.00 

Nilai Buku Per 31 Desember 2024 Rp 0.00 
   

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut: 
   

Koreksi Atas Saldo Awal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal Rp 4.252.922.532,00 

LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset 

Tetap (Kesalahan Penganggaran) 
Rp 0.00 
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LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset 

Tetap 
Rp 0.00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Utang Belanja Modal Rp 0.00 

Mutasi Masuk Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Tambah Rp 0.00 
   

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut : 
   

Pembayaran Utang Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Kesalahan Penganggaran) 

Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Reklasifikasi Sesama Aset Tetap 
Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Di bawah Nilai Kapitalisasi) 

Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Diserahkan Ke Masyarakat) 

Rp 0.00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Penghapusan Rp 0.00 

Mutasi Keluar Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Kurang Rp 0.00 

 

b. Peralatan dan Mesin 

Nilai aset untuk peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.721.696.553,29 

antara lain alat berat, alat angkutan, peralatan rumah tangga alat medis dan alat 

laboratorium yang tercantum dalam laporan penilaian aset Milik Dinas Perikanan 

Kabupaten Kutai Timur. Nilai yang tercantum pada Laporan penilaian merupakan 

rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan standar 

pemerintah yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur, bila dibandingkan 

nilai aset tahun 2023 Rp9.381.905.002,29 terjadi peningkatan sebesar  Rp 2.339.791.551,00 

sesuai dengan Realisasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin terjadi 

mutasi kurang dikarenakan ada belanja dibawah nilai kapitalisasi sebesar 

Rp2.917.400,00. 

 

Saldo Per 31 Desember 2023 Rp 9.381.905.002,29 

Mutasi Tambah Rp 2.339.791.551,00 
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Mutasi Kurang Rp 2.917.400.00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Rp 11.718.779.153,29 

Akumulasi Penyusutan Rp 0.00 

Nilai Buku Per 31 Desember 2024 Rp 11.718.779.153,29 
   

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut: 
   

Koreksi Atas Saldo Awal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal Rp 2.339.791.551.00 

LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset 

Tetap (Kesalahan Penganggaran) 
Rp 0.00 

LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset 

Tetap 
Rp 0.00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Utang Belanja Modal Rp 0.00 

Mutasi Masuk Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Tambah Rp 2.339.791.551.00 
   

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut : 
   

Pembayaran Utang Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Kesalahan Penganggaran) 

Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Reklasifikasi Sesama Aset Tetap 
Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Di bawah Nilai Kapitalisasi) 

Rp 2.917.400.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Diserahkan Ke Masyarakat) 

Rp 0.00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Penghapusan Rp 0.00 

Mutasi Keluar Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Kurang Rp 2.917.400.00 

 

c. Gedung dan Bangunan 

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.803.301.113,00 

adalah nilai jumlah gedung dan bangunan  yang tercantum dalam laporan penilaian 

aset Milik Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Nilai yang tercantum pada 

laporan penilaian merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian 
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yang sesuai dengan standar pemerintah yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten 

Kutai Timur. Bila dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2023 sebesar 

Rp16.600.322.498,00 ada kenaikan sebesar Rp202.978.615,00.  

Saldo Per 31 Desember 2023 Rp 16.600.322.498.00 

Mutasi Tambah Rp 202.978.615.00 

Mutasi Kurang Rp 0.00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Rp 16.803.301.113.00 

Akumulasi Penyusutan Rp 0.00 

Nilai Buku Per 31 Desember 2024 Rp 16.803.301.113.00 
   

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut: 
   

Koreksi Atas Saldo Awal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal Rp 202.978.615.00 

LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset 

Tetap (Kesalahan Penganggaran) 
Rp 0.00 

LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset 

Tetap 
Rp 0.00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Utang Belanja Modal Rp 0.00 

Mutasi Masuk Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Tambah Rp 202.978.615.00 
   

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut : 
   

Pembayaran Utang Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Kesalahan Penganggaran) 

Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Reklasifikasi Sesama Aset Tetap 
Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Di bawah Nilai Kapitalisasi) 

Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Diserahkan Ke Masyarakat) 

Rp 0.00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Penghapusan Rp 0.00 

Mutasi Keluar Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Kurang Rp 0.00 
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d. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.268.866.220,00 

adalah nilai jumlah jaringan  yang tercantum dalam laporan penilaian  aset Milik Dinas 

Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Nilai yang tercantum pada laporan penilaian 

merupakan rekapitulasi nilai dari hasil inventarisasi dan penilaian yang sesuai dengan 

standar pemerintah yang dimiliki Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Bila 

dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2023 sebesar Rp6.268.866.220,00. 

Saldo Per 31 Desember 2023 Rp 6.268.866.220,00 

Mutasi Tambah Rp 0.00 

Mutasi Kurang Rp 0.00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Rp 6.268.866.220,00 

Akumulasi Penyusutan Rp 0.00 

Nilai Buku Per 31 Desember 2024 Rp 6.268.866.220,00 
   

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut: 
   

Koreksi Atas Saldo Awal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset 

Tetap (Kesalahan Penganggaran) 
Rp 0.00 

LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset 

Tetap 
Rp 0.00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Utang Belanja Modal Rp 0.00 

Mutasi Masuk Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Tambah Rp 0.00 
   

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut : 
   

Pembayaran Utang Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Kesalahan Penganggaran) 

Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Reklasifikasi Sesama Aset Tetap 
Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Di bawah Nilai Kapitalisasi) 

Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Diserahkan Ke Masyarakat) 

Rp 0.00 
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Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Penghapusan Rp 0.00 

Mutasi Keluar Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Kurang Rp 0.00 

 

e. Aset Tetap Lainnya 

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar                            Rp26.913.000,00 

adalah nilai jumlah aset tetap lainnya  yang tercantum dalam laporan penilaian aset 

Milik Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur. Aset Tetap Lainnya tidak mengalami 

kenaikan dari tahun 2023. 

Saldo Per 31 Desember 2023 Rp 22.063.000.00 

Mutasi Tambah Rp 4.850.000.00 

Mutasi Kurang Rp 0.00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Rp 26.913.000.00 

Akumulasi Penyusutan Rp 0.00 

Nilai Buku Per 31 Desember 2024 Rp 26.913.000.00 
   

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut: 
   

Koreksi Atas Saldo Awal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal Rp 4.850.000.00 

LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset 

Tetap (Kesalahan Penganggaran) 
Rp 0.00 

LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset 

Tetap 
Rp 0.00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Utang Belanja Modal Rp 0.00 

Mutasi Masuk Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Tambah Rp 4.850.000.00 
   

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut : 
   

Pembayaran Utang Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal Rp 0.00  
LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Kesalahan Penganggaran) 

Rp 

0.00 

LRA Belanja Modal - 

Reklasifikasi Sesama Aset Tetap 
Rp 

0.00 
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LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Di bawah Nilai Kapitalisasi) 

Rp 

0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Diserahkan Ke Masyarakat) 

Rp 0.00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Penghapusan Rp 0.00 

Mutasi Keluar Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Kurang Rp 0.00 

 

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Nilai kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024  sebesar Rp94.273.000,00 yaitu 

beberapa pembanguan fisik  yang  belum bisa dimanfaatkan penggunaannya karena 

belum selesai. Kontruksi Dalam Pengerjaan tidak mengalami kenaikan dari tahun 

2023. 

Saldo Per 31 Desember 2023 Rp 0.00 

Mutasi Tambah Rp 0.00 

Mutasi Kurang Rp 0.00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Rp 0.00 

Akumulasi Penyusutan Rp 0.00 

Nilai Buku Per 31 Desember 2024 Rp 0.00 
   

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut: 
   

Koreksi Atas Saldo Awal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset 

Tetap (Kesalahan Penganggaran) 
Rp 0.00 

LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset 

Tetap 
Rp 0.00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Utang Belanja Modal Rp 0.00 

Mutasi Masuk Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Tambah Rp 0.00 
   

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut : 
   

Pembayaran Utang Belanja Modal Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal Rp 0.00 
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LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Kesalahan Penganggaran) 

Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Reklasifikasi Sesama Aset Tetap 
Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Di bawah Nilai Kapitalisasi) 

Rp 0.00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Diserahkan Ke Masyarakat) 

Rp 0.00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0.00 

Hibah Rp 0.00 

Penghapusan Rp 0.00 

Mutasi Keluar Antar SKPD Rp 0.00 

Koreksi BPK Rp 0.00 

Jumlah Mutasi Kurang Rp 0.00 

 

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 13.821.163.202,72 dari sejumlah nilai aset yang 

diakui oleh Dinas Perikanan. Akumulasi penyusutan mengurangi nilai aset tetap dalam 

neraca.  

Jumlah aset tetap pada Dinas Perikanan Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp 26.801.291.683,57 sebelum dikurangi nilai akumulasi penyusutan. Setelah dikurangi 

akumulasi penyusutan sebesar Rp 13.821.163.202,72 nilai aset tetap menjadi sebesar 

Rp12.980.128.481,57 

 

Tabel 3. 9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Perikanan TA. 2023 dan TA. 2024 

No 

Akumulasi 

Penyusutan Aset 

Tetap 

Saldo Awal 2024 Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo Akhir 2024 

1 
Peralatan dan 

Mesin 
11.721.696.553,29  0.00 0.00  11.721.696.553,29  

2 
Gedung dan 

Bangunan 
16.803.301.113,00  0.00 0.00  16.803.301.113,00  

3 
Jalan, Jaringan dan 

Irigasi 
6.268.866.220,00  0.00 0.00  6.268.866.220,00  

JUMLAH 34.793.863.886,29  0.00 0.00  34.793.863.886,29 

 

3.2.3  Properti Investasi 

Saldo properti investasi pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp93.853.100,00 dikurangi penyusutan sebesar Rp76.873.033,45 jadi nilai buku property 

investasi sebesar Rp243.374.972,12.  
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Tabel 3. 10 Properti Investasi Dinas Perikanan TA. 2023 dan TA. 2024 

No Properti Investasi Saldo Awal 2024 Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo Akhir 2024 

1 Tanah 1.483.986.096.729,24  222.335.881.077,48  0,00  1.706.321.977.806,72  

2 
Peralatan dan 

Mesin 
1.483.986.096.729,24  222.335.881.077,48  0,00  1.706.321.977.806,72  

3 
Gedung dan 

Bangunan 
711.426.715.872,66  84.231.915.414,01  0,00  795.658.631.286,67  

4 
Jalan, Jaringan dan 

Irigasi 
4.247.615.643.198,45  400.276.064.002,98  0,00  4.647.891.707.201,43  

5 

Akumulasi 

Penyusutan 

Properti Investasi 

(656.463.636,00) (564.565.465.463,98) 0,00  (565.221.929.099,98) 

JUMLAH 7.926.358.088.893,59  364.614.276.107,97  0,00  8.290.972.365.001,56  

 

3.2.4  Aset Lainnya 

Saldo aset lainnya pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.627.946.712,38. 

Bila dibandingkan dengan jumlah aset lainnya tahun 2023 sebesar Rp21.922.644.346,38 ada 

kenaikan sebesar Rp1.705.302.366,00. 

 

Tabel 3. 11 Aset Lainnya Dinas Perikanan TA. 2023 dan TA. 2024 

No Aset Lainya Saldo Awal 2024 Mutasi (+) Mutasi (-) 
Saldo Akhir 

2024 

1 Aset Tak Berwujud 606.382.200,00 1.705.302.366,00 0,00 2.311.684.566,00 

2 Aset Lain-Lain 21.374.063.456,38 0,00 0,00 21.374.063.456,38 

4 

Aset Lainnya 

(Tuntutan Ganti 

Rugi) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6 

Akumulasi 

Amortisasi Aset 

Tidak Berwujud 

(57.801.310,00 0,00 0,00 (57.801.310,00 

JUMLAH 21.922.644.346,38 1.705.302.366,00 0,00 23.627.946.712,38 

 

Saldo Per 31 Desember 2023 Rp 21.980.445.656,38 

Mutasi Tambah Rp 1.705.302.366,00 

Mutasi Kurang Rp 0,00 

Saldo Akhir per 31 Desember 2024 Rp 23.685.748.022,38 
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Akumulasi Penyusutan Rp 57.801.310,00 

Nilai Buku Per 31 Desember 2024 Rp 23.627.946.712,38 
   

Adapun mutasi tambah dapat dirincikan sebagai berikut: 
   

Koreksi Atas Saldo Awal Rp 0,00 

LRA Belanja Modal Rp 1.705.302.366,00 

LRA Belanja Barang dan Jasa Yang Menjadi Aset Tetap 

(Kesalahan Penganggaran) 
Rp 0,00 

LRA Belanja Modal Reklasifikasi Sesama Aset Tetap Rp 0,00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0,00 

Hibah Rp 0,00 

Utang Belanja Modal Rp 0,00 

Mutasi Masuk Antar SKPD Rp 0,00 

Koreksi BPK Rp 0,00 

Jumlah Mutasi Tambah Rp 1.705.302.366,00 
   

Adapun mutasi kurang dapat dirincikan sebagai berikut : 
   

Pembayaran Utang Belanja Modal Rp 0,00 

LRA Belanja Modal - Utang Belanja Modal Rp 0,00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Kesalahan Penganggaran) 

Rp 0,00 

LRA Belanja Modal - 

Reklasifikasi Sesama Aset Tetap 
Rp 0,00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Di bawah Nilai Kapitalisasi) 

Rp 0,00 

LRA Belanja Modal - 

Yang Tidak Menjadi Aset Tetap 

(Diserahkan Ke Masyarakat) 

Rp 0,00 

Hasil Inventarisasi (Sensus) Rp 0,00 

Hibah Rp 0,00 

Penghapusan Rp 0,00 

Mutasi Keluar Antar SKPD Rp 0,00 

Koreksi BPK Rp 0,00 

Jumlah Mutasi Kurang Rp 0,00 

 

3.2.5  Kewajiban 

Nilai kewajiban jangka pendek pada Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp14.874.864.463,30, yang terdiri dari pendapatan diterima dimuka sebesar 

Rp32.665.454.444,45, utang belanja sebesar Rp83.620.012.524,00 (uraikan masing-

masing jumlah pendapatan diterima dimuka dan utang belanja sesuai tabel) dengan 

rincian sebagai berikut : 
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Tabel 3. 12 Nilai Kewajiban Jangka Pendek Dinas Perikanan TA. 2023 dan TA. 

2024 

 

No Uraian Saldo Awal 2024 Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo Akhir 2024 

1 
Pendapatan Diterima 

Dimuka-Belanja Sewa 
0,00 6.666.666,66 0,00 6.666.666,66 

2 
Pendapatan Diterima 

Dimuka-Pajak Daerah 
13.587.850,00  147.128.247,00  13.587.850,00  147.128.247,00  

3 Utang Belanja Pegawai 5.563.664.894,00  8.851.724.525,00  3.822.076.216,00  10.593.313.203,00  

4 
Utang Belanja Barang dan 

Jasa 
6.564.575.767,00  9.898.987,00  8.776.576,00  6.565.698.178,00  

5 Utang Belanja Modal Tanah 32.435.435.466,00  7.687.877.878,00  878.766.555,00  39.244.546.789,00  

6 
Utang Belanja Modal 

Peralatan dan Mesin 
32.435.435.466,00  7.687.877.878,00  878.766.555,00  39.244.546.789,00  

7 
Utang Belanja Modal 

Gedung dan Bangunan 
3.243.245,00  6.564.553.535,00  4.354.356,00  6.563.442.424,00  

8 
Utang Belanja Modal Jalan, 

Jaringan, dan Irigasi 
42.342.355,00  9.787.564.535,00  64.464.657,00  9.765.442.233,00  

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 50.200.102.321,00  42.047.600.479,00  8.627.690.276,00  83.620.012.524,00  

 
a. Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa 

Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa sebesar Rp10.740.441.450,00 adalah 

sewa penempatan ATM yang diterima dimuka sesuai dengan Nomor Perjanjian 

: 2444/22/2024 dan SW.23/33/2024 Tanggal 3 Maret 2024 tentang Perjanjian 

Kerjasama penempatan mesin ATM pada Kantor Dinas Perikanan bahwa 

pembayaran diterima untuk 1 (satu) tahun dengan realisasi pendapatan LRA 

sebesar Rp40.000.000,00 pada tanggal 10 Maret 2024 untuk masa bayar 3 Maret 

2024 sampai dengan 3 Maret 2025 dan Pendapatan LO sebesar Rp33.333.333,34 

dengan pendapatan diterima dimuka sebesar Rp6.666.666,66. (jika perlu, uraikan 

perhitungan pendapatan diterima dimuka dalam bentuk tabel) 
 

b. Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah 

Pendapatan pajak daerah reklame pada Badan Pendapatan Daerah yang diterima 

pada tahun 2024, namun hak atas pembayaran pajaknya masih belum diterima 

subjek pajak karena masa pajaknya melewati tahun berjalan yaitu sebesar 

Rp384.787.916,67. (jika perlu, uraikan perhitungan pendapatan diterima dimuka 

dalam bentuk tabel) 
 

c. Utang Belanja Pegawai 

Saldo awal utang belanja pegawai tahun 2024 adalah sebesar Rp7.487.180.306,54 

dan terbayar sebesar Rp6.399.566.962,49. Adapun utang belanja pegawai sampai 
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dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp4.134.423.013,30 dengan rincian sebagai 

berikut: (uraikan pergerakan dari saldo awal, mutasi tambah, mutasi kurang dan 

saldo akhir per paket, jika tabel lebih dari 1 halaman dan lebar disarankan 

disajikan pada lampiran) 
 

3.2.6  Ekuitas 

Saldo Ekuitas Kantor Dinas Perikanan  per 31 Desember 2024 adalah sebesar 

Rp50.429.238.395,95 

 

3.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 

3.3.1 Pendapatan-LO 

Pendapatan–LO adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

Adapun pendapatan-LO Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp42.624.894.990,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.057.851.749,19 atau 

7,73% dari Tahun 2023 sebesar Rp39.567.043.240,81  sebagaimana tabel berikut : 
 

Tabel 3. 13 Pendapatan-LO Badan/Dinas Per 31 Desember 2024 

No Pendapatan – LO 

TA 2024 (Rp) 
Saldo LO 

TA 2023 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 
% 

Saldo LRA Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo LO 

1 
Pendapatan Asli Daerah - 

LO 
18.632.301.367,00 918.786.700,00 0,00 19.551.088.067,00 14.145.778.231,04 5.405.309.835,96  38,21  

    
Pendapatan Retribusi 

Daerah -LO 
2.836.003.400,00 0,00  0,00  2.836.003.400,00 3.118.841.600,00 (282.838.200,00) (9,07) 

    
Lain-lain PAD yang Sah 

- LO 
15.796.297.967,00 918.786.700,00  0,00  16.715.084.667,00 11.026.936.631,04 5.688.148.035,96  51,58  

2 
Lain-Lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah - LO 
0,00 257.520.000,00  0,00  257.520.000,00 348.345.000,00 (90.825.000,00) (26,07) 

    Pendapatan Hibah - LO 0,00 257.520.000,00  0,00  257.520.000,00 348.345.000,00 (90.825.000,00) (26,07) 

Jumlah 18.632.301.367,00 1.176.306.700,00 0,00 19.808.608.067,00 14.494.123.231,04 5.314.484.835,96  36,67  

 

a. Pendapatan Asli Daerah-LO 
 

Dinas Perikanan Merupakan Unit SKPD tanpa Pendapatan 
 

b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO 
 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Dinas Perikanan Per 31 

Desember 2024 sebesar Rp257.520.000,00 yaitu Pendapatan Hibah-LO dari CSR 

(Corporate Social Responsibility)  PT. Kaltim Prima Coal pada Puskesmas Sangatta 

Selatan sebesar Rp14.000.000,00 dan Puskesmas Sepaso sebesar Rp243.520.000,00. 
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Terdapat perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah antara saldo LRA 

dan LO karena adanya mutasi tambah sebesar Rp257.520.000,00. Pendapatan 

hibah CSR dari PT. Kaltim Prima Coal tidak terdapat dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sehingga tidak dicatat dalam 

Laporan Realisasi Anggaran. Jika ada mutasi kurang dijelaskan karena apa seperti 

mutasi tambah 

Secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO per 31 Desember 

2024 sebesar Rp257.520.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp90.825.000,00 

atau minus 26,07% dari tahun 2023 sebesar Rp348.345.000,00 

3.3.2 Beban-LO 

Beban–LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau 

biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak 

pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya 

kewajiban. Adapun beban-LO Dinas Perikanan per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp127.874.781.819,76 atau mengalami kenaikan sebesar Rp10.053.331.653,18 atau 

8,53% dari Tahun 2023 sebesar Rp117.821.450.166,58 sebagaimana tabel berikut : 
 

Tabel 3. 14 Beban-LO Badan/Dinas Per 31 Desember 2024 

No Beban - LO 
Saldo LO 

TA 2024 (Rp) 

Saldo LO 

TA 2023 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 
% 

1 Beban Pegawai 9.536.398.476,00 8.808.666.299.00 727.732.177,00  8,26  

2 Beban Barang dan Jasa 10.774.566.263,00 24.475.028.287,00 13.700.462.024,00 55,98 

3 Beban Hibah 630.040.000,00 3.609.801.065,00 (2.979.761.065,00)  (82,55)  

4 Beban Penyisihan Piutang 0,00 0,00 0,00  0,00 

5 
Beban Penyusutan dan 

Amortisasi 
0,00 2.673.547.589,81 (2.673.547.589,81)  100,00  

Jumlah 20.941.004.739,00 39.567.043.240,81 (18.626.038.501,81)  47,07  

 

 

a. Beban Pegawai 

Secara keseluruhan Beban Pegawai Dinas Perikanan Per 31 Desember 2024 

sebesar Rp9.536.398.476,00 mengalami kenaikan sebesar Rp727.732.177,00 atau 

8,26% dari tahun 2023 sebesar Rp8.808.666.299,00,  sebagaimana dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 3. 15 Beban Pegawai Badan/Dinas Per 31 Desember 2024 

No Beban Pegawai - LO 
Saldo LO 

TA 2024 (Rp) 

Saldo LO 

TA 2023 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 
% 

1 

Beban Gaji Pokok 

PNS/ Uang 

Representasi - LO 

2.680.798.440,00 2.518.753.990,00 162.044.450,00 6,43 

2 

Beban Gaji Pokok 

PPPK/ Uang 

Representasi - LO 

538.619.400,00 0,00 538.619.400,00 100,00 

3 
Beban Tunjangan 

Keluarga PNS-LO 
240.759.628,00 230.843.528,00 9.916.100,00 4,30 

4 
Beban Tunjangan 

Keluarga PPPK-LO 
56.348.770,00 0,00 56.348.770,00 100,00 

5 
Beban Tunjangan 

Jabatan PNS – LO 
146.705.000,00 202.870.000,00 (56.165.000,00) (27,69) 

6 
Beban Tunjangan 

Fungsional - LO 
125.840.000,00 6.900.000,00 118.940.000,00 1.723,77 

7 

Beban Tunjangan 

Fungsional PPPK- 

LO 

61.470.000,00 0,00 61.470.000,00 100,00 

8 

Beban Tunjangan 

Fungsional Umum – 

LO 

69.650.000,00 162.754.636,00 (93.104.636,00) (57,21) 

9 
Beban Tunjangan 

Beras – LO 
142.522.560,00 149.764.560,00 (7.242.000,00) (4,84) 

10 
Beban Tunjangan 

Beras PPPK– LO 
40.917.300,00 0,00 40.917.300,00 100,00 

11 

Beban Tunjangan 

PPh/Tunjangan 

Khusus – LO 

4.816.238,00 2.000.000,00 2.816.238,00 140,81 

12 
Beban Pembulatan 

Gaji PNS– LO 
30.930,00 36.136,00 (5.206,00) (14,41) 

13 
Beban Pembulatan 

Gaji PPPK– LO 
10.588,00 0,00 10.588,00 100,00 

14 

Beban Tambahan 

Penghasilan 

Berdasarkan Beban 

Kerja PNS– LO 

5.510.076.684,00 4.777.942.849,00 732.133.835,00 15,32 

15 

Beban Tambahan 

Penghasilan 

Berdasarkan Beban 

Kerja PPPK– LO 

588.000.000,00 84.000.000,00 504.000.000,00 600,00 

16 

Beban Honorarium 

Penanggungjawaban 

Pengelola Keuangan 

353.240.000,00 596.510.600,00 (243.270.600,00) (40,78) 

17 

Beban Honorarium 

Pengadaan 

Barang/Jasa 

0,00 76.290.000,00 (76.290.000,00) (100,00) 

Jumlah 42.624.894.990,00 36.893.495.651,00 5.731.399.339,00 15,53 
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b. Beban Barang dan Jasa 
 

Secara keseluruhan Beban Barang dan Jasa-LO Dinas/Badan Per 31 

Desember 2024 sebesar Rp 10.774.566.263,00 mengalami Penurunan sebesar 

Rp13.700.462.024,00 atau 55,98 dari tahun 2023 sebesar Rp24.475.028.287,00. 

Terdapat perbedaan antara saldo Belanja Barang dan Jasa pada LRA dan 

Beban Barang dan Jasa pada LO karena adanya mutasi tambah yaitu utang baru 

2024 dan jurnal balik persediaan 2023 sebesar Rp15.085.104.262,00 dan mutasi 

kurang pembayaran utang di tahun 2024, jurnal persediaan 2024, koreksi 

pengurangan beban barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat 

sebesar Rp41.402.896.533,76, yang secara rinci dapat disajikan pada tabel berikut: 
 

Tabel 3. 16 Beban Barang dan Jasa Badan/Dinas Per 31 Desember 2024 

No Beban Barang dan Jasa – LO 

TA 2024 (Rp) 
Saldo LO 

TA 2023 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 
% 

Saldo LRA Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo LO 

1 Beban Bahan Pakai Habis - LO 18.871.964.057,00 230.952.573,00 17.040.090.306,00  (13.400.887.617,00) 5.692.103.587,00 (19.092.991.204,00) (335,43) 

2 
Beban Persediaan Bahan/ 

Material - LO 
2.174.563.545,00 6.399.556.680,00 2.465.220.594,00  6.108.899.631,00  3.890.686.925,00 2.218.212.706,00  57,01  

3 Beban Jasa Kantor - LO 6.080.902.274,00 7.942.899.554,00 1.962.185.629,00  12.061.616.199,00  9.576.255.740,00 2.485.360.459,00  25,95  

4 
Beban Perawatan Kendaraan 

Bermotor - LO 
1.877.711.145,00 168.850.000,00 0,00  2.046.561.145,00  1.638.636.709,00 407.924.436,00  24,89  

5 
Beban Cetak dan Penggandaan 

- LO 
1.479.619.014,00 97.145.455,00 0,00  1.576.764.469,00  1.235.296.290,00 341.468.179,00  27,64  

6 

Beban Sewa 

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 

- LO 

885.875.000,00 0,00 0,00  885.875.000,00  698.440.000,00 187.435.000,00  26,84  

7 
Beban Sewa Sarana Mobilitas - 

LO 
391.275.000,00 194.700.000,00 0,00  585.975.000,00  153.960.000,00 432.015.000,00  280,60  

8 
Beban Sewa Perlengkapan dan 

Peralatan Kantor - LO 
15.000.000,00 0,00 0,00  15.000.000,00  52.000.000,00 (37.000.000,00) (71,15) 

9 
Beban Makanan dan Minuman 

- LO 
1.973.473.000,00 0,00 0,00  1.973.473.000,00  2.225.036.500,00 (251.563.500,00) (11,31) 

10 
Beban Pakaian Dinas dan 

Atributnya - LO 
68.400.000,00 0,00 0,00  68.400.000,00  191.115.000,00 (122.715.000,00) (64,21) 

11 Beban Pakaian Kerja - LO 158.900.000,00 0,00 0,00  158.900.000,00  271.136.000,00 (112.236.000,00) (41,39) 

12 
Beban Pakaian khusus dan 

hari-hari tertentu - LO 
134.715.000,00 0,00 0,00  134.715.000,00  279.824.000,00 (145.109.000,00) (51,86) 

13 Beban Perjalanan Dinas - LO 13.382.864.246,00 0,00 0,00  13.382.864.246,00  13.159.287.324,00 223.576.922,00  0,00  

14 Beban Pemeliharaan - LO 792.216.450,00 0,00 0,00  792.216.450,00  591.440.469,00 200.775.981,00  33,95  

15 Beban Jasa Konsultasi - LO 226.395.000,00 0,00 0,00  226.395.000,00  0,00 226.395.000,00  100,00  

16 

Beban Barang Untuk 

Diserahkan kepada 

Masyarakat/Pihak Ketiga - LO 

494.325.000,00 0,00 494.325.000,00  0,00  403.777.000,00 (403.777.000,00) (100,00) 

17 

Beban Kursus, Pelatihan, 

Sosialisasi dan Bimbingan 

Teknis PNS - LO 

160.349.400,00 0,00 0,00  160.349.400,00  340.300.000,00 (179.950.600,00) (52,88) 

18 Beban Honorarium PNS - LO 1.909.326.872,00 0,00 0,00  1.909.326.872,00  3.136.775.413,00 (1.227.448.541,00) (39,13) 

19 
Beban Honorarium Non PNS - 

LO 
2.801.309.000,00 51.000.000,00 0,00  2.852.309.000,00  2.145.054.000,00 707.255.000,00  32,97  
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No Beban Barang dan Jasa – LO 

TA 2024 (Rp) 
Saldo LO 

TA 2023 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 
% 

Saldo LRA Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo LO 

20 

Beban yang bersumber dari 

Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional - LO 

10.911.103.086,76 0,00 0,00  10.911.103.086,76  10.310.206.905,20 600.896.181,56  5,83  

21 

Beban Barang yang Tidak 

Habis Pakai di Bawah Nilai 

Kapitalisasi - LO 

47.170.000,00 0,00 0,00  47.170.000,00  313.698.625,00 (266.528.625,00) (84,96) 

22 Beban Biaya Bahan - LO 2.465.220.594,00 0,00 0,00  2.465.220.594,00  524.042.027,00 1.941.178.567,00  370,42  

23 
Beban Jasa Narasumber/Tenaga 

Ahli/Instruktur-LO 
1.170.438.500,00 0,00 0,00  1.170.438.500,00  810.200.500,00 360.238.000,00  44,46  

24 Beban Operasional BLUD -LO 3.478.598.553,00 0,00 0,00  3.478.598.553,00  0,00 3.478.598.553,00  100,00  

Jumlah 56.488.000.795,76 15.085.104.262,00 41.402.896.533,76  49.611.283.528,76 57.639.273.014,20 (8.027.989.485,44) (13,93) 

 

c. Beban Hibah 

Secara keseluruhan Beban Hibah-LO Dinas/Badan Per 31 Desember 2024 

sebesar Rp748.845.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp400.505.000,00 atau 

114,98% dari tahun 2023 sebesar Rp348.340.000,00. Adapun Beban Hibah-LO 

dapat disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 3. 17 Beban Hibah Badan/Dinas Per 31 Desember 2024 

 

No Beban Hibah – LO 

TA 2024 (Rp) 
Saldo LO 

TA 2023 (Rp) 

Kenaikan/ 

Penurunan 
% 

Saldo LRA Mutasi (+) Mutasi (-) Saldo LO 

1 
Beban Hibah kepada 

Pemerintah  - LO 
0,00 254.520.000,00 0,00  254.520.000,00  348.340.000,00 (93.820.000,00) (26,93) 

2 
Beban Hibah kepada Kelompok 

Masyarakat - LO 
0,00 494.325.000,00 0,00  494.325.000,00  0,00 494.325.000,00  0,00  

Jumlah 0,00 748.845.000,00 0,00 748.845.000,00 348.340.000,00 400.505.000,00  114,98  

 

Terdapat perbedaan Belanja Hibah-LRA dan Beban Hibah-LO karena adanya 

mutasi tambah sebesar Rp748.845.000,00, yaitu Beban Hibah atas penggunaan dari 

pendapatan hibah CSR dari PT. Kaltim Prima Coal yang tidak terdapat dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sehingga tidak dicatat dalam Laporan 

Realisasi Anggaran sebagai Belanja sebesar Rp254.520.000,00 

 

 

d. Beban Penyisihan Piutang 

Saldo Beban Penyisihan Piutang Dinas/Badan Per 31 Desember 2024 sebesar 

Rp8.812.509.503,00 dengan selisih sebesar Rp3.269.187.654,62 dari tahun 2023 

yang sebesar Rp5.543.321.848,38, sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 3. 18 Beban Penyisihan Piutang Badan/Dinas Per 31 Desember 2024 

No Beban Penyisihan Piutang – LO  TA 2024 TA 2023 
Kenaikan/ 

Penurunan 
% 

1 
Beban Penyisihan Piutang Pajak - 

LO 
1.151.200.951,60 1.656.622.409,79 (505.421.458,19) (30,51) 

2 
Beban Penyisihan Piutang Retribusi 

- LO 
384.513.080,85 414.508.543,75 (29.995.462,90) (7,24) 

3 
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain 

PAD yang Sah - LO 
1.063.080.472,59 1.318.856.455,94 (255.775.983,35) (19,39) 

Jumlah 2.598.794.505,04 3.389.987.409,48 (791.192.904,44) (23,34) 

 

e. Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Dinas/Badan Per 31 

Desember 2024 sebesar Rp8.812.509.503,00 dengan selisih sebesar 

Rp3.269.187.654,62 dari tahun 2023 yang sebesar Rp5.543.321.848,38, 

sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 3. 19 Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas/Badan Per 31 Desember 2024 
 

 

No 
Beban Penyusutan 

dan Amortisasi 
TA 2024 TA 2023 Selisih 

1 
Beban Penyusutan Peralatan 

dan Mesin 
7.207.335.177,00  4.064.634.041,37  3.142.701.135,63  

2 
Beban Penyusutan Gedung 

dan Bangunan 
1.534.602.353,00  1.416.478.614,00  118.123.739,00  

3 
Beban Penyusutan Jalan, 

Irigasi dan Jaringan 
70.571.973,00  62.209.193,01  8.362.779,99  

Jumlah 8.812.509.503,00  5.543.321.848,38  3.269.187.654,62  

 

3.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan 

Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas 

operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Ekuitas Awal 

Jumlah ekuitas awal tahun anggaran 2024 sebesar Rp102.589.189.650,01 

merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023. 
 

b. Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO) 

Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO 

sebesar minus Rp105.447.916.341,27 merupakan defisit atas kegiatan operasional 
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(basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Dinas/Badan 

Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024. 
 

c. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan 

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2024 adalah sebesar 

Rp127.983.265.992,49  
 

d. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar 

Perhitungan koreksi nilai persediaan tahun 2024 sebesar Rp0,00. Selisih 

revaluasi asset tetap sebesar Rp0,00. Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp0,00. 

Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp4.536,38. Koreksi 

Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset tetap karena mutasi dan inventarisasi 

Rp0,00. Koreksi Ekuitas-Dana Transfer Rp0,00. Koreksi Ekuitas atas Klasifikasi 

Aset Tetap Tahun Sebelumnya Rp0,00. 
 

 

e. Ekuitas Akhir 

Jumlah Ekuitas Akhir tahun 2024 Rp125.124.543.837,61 merupakan saldo 

Ekuitas Awal tahun 2025. Nilai pada ekuitas akhir per 31 Desember 2024 sebesar          

Rp125.124.543.837,61 merupakan penjumlahan dari ekuitas awal ditambah 

surplus/defisit-LO ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan dan 

dampak kumulatif kebijakan kesalahan mendasar. 
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BAB IV  

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN 

 

A. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur. 

d. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan. 

 

B. Gambaran Umum 

a. Struktur Organisasi 

 Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur mengacu pada Undang-Undang 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587),  

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana 

urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Perikanan 

yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati 

Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan.  

Dinas Perikanan mempunyai kedudukan sebagaimana ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan : 
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1. Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

2. Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 

Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah.  

Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 

Kepala Dinas, Sekretariat, dan 3 (tiga) Bidang, UPTD serta Kelompok Jabatan 

Fungsional dan Pelaksana. Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai 

Timur,  sebagai berikut :   

a. Kepala Dinas;  

b. Sekretariat, terdiri dari:    

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang - Bidang, terdiri dari :    

1. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Usaha Kecil Budidaya Ikan; 

2. Bidang Pelaporan dan Usaha Perikanan; dan 

3. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan 

d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) : 

1. Unit Pelayanan Teknis Balai Benih Ikan di Kaliorang; 

2. Unit Pelayanan Teknis Balai Benih Udang di Teluk Lombok; 

3. Unit Pelayanan Teknis Balai Benih Ikan Laut di Teluk Kaba; 

4. Unit Pelayanan Teknis Tempat Pelelangan Ikan di Kenyamukan; 

5. Unit Pelayanan Teknis Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Sangkulirang. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana ( Struktur Oganisasi 

seperti pada Lampiran 1 ) 
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Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur 
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b. Data Pegawai 

Secara umum jumlah pegawai PNS dan TK2D dan di Dinas Perikanan 

Kabupaten Kutai Timur Pada Tahun 2024 berjumlah 119 orang, dan 

berdasarkan status kepegawaian adalah terdiri dari Aparatur Sipil Negara 

dan PPPK sebanyak 58 orang, TK2D Perikanan sebanyak 61 orang, dan 

Jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi kepegawaian yang telah 

terisi terdiri dari Esselon II/B sebanyak 1 orang, Esselon III/A sebanyak 0 

orang, Esselon III/B sebanyak 2 orang, Esselon IV/A sebanyak 5 orang, Esselon 

IV/B sebanyak 3 orang, Fungsional Umum sebanyak 26 orang dan Fungsional 

Tertentu sebanyak 21 orang. adapun data gambaran komposisi aparatur 

Dinas Perikanan menurut pendidikan dan kepangkatan secara rinci dapat 

dilihat dalam tabel : 

 

Tabel 1.1 

GOLONGAN RUANGAN DAN GENDER PNS BULAN DESEMBER 2024 

 

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan 

 

Tabel 1.2 

JABATAN STRUKTURAL (ESELON) BERDASARKAN GOLONGAN DAN 

GENDER BULAN DESEMBER 2023 

No 
JABATAN 

STRUKTURAL 
(ESELON) 

GOL RUANG GENDER JUMLAH 

IV III   

E D C B A D C B A L P X  

1 Eselon II/B - - 1 - - - - - - 1 - - 1 

2 Eselon III/A - - - - - - - - - - - - - 

               

No 
JENIS 

KELAMIN 

GOLONGAN RUANG PPPK Lain2 JUMLAH 

IV III II I IX   

E D C B A D C B A D C B A D C B A     

                      

1 Perempuan - - - - 4 11 3 3 - 7 - - - - - - - 4 - 32 

2 Laki-laki - - 1 1 4 6 2 - 4 2 - 1 - - - - - 1 - 22 

TOTAL 0 0 1 1 8 17 5 3 4 9 0 1 0 0 0 0 0 5 - 54 
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3 Eselon III/B - - - - 2 - - - - 1 1 - 2 

4 Eselon IV/A - - - - - 5 - - - 2 3 - 5 

4 Eselon IV/B - - - - - 1 2 - - - 3 - 3 

TOTAL 0 0 1 0 2 6 2 0 0 4 7 0 11 

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan 

 

Tabel 1.3 

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)  

BERDASARKAN GOLONGAN DAN GENDER 

BULAN DESEMBER 2024 

No 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

TERTENTU 
(JFT) 

PNS 
 

PPPK 

Lain2 
GENDER JUM

LAH 
GOLONGAN RUANG 

IX V V IV III II I 

E D C B A D C B A D C B A D C B A L P X 

1 
Fungsional 
Tertentu 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 
Fungsional 
Tertentu Ahli 
Utama 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 
Fungsional 
Tertentu Ahli 
Madya 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4 
Fungsional 
Tertentu Ahli 
Muda 

- - - - 5 2 1 - - - - - - - - - - - - - - 3 5 - 8 

5 
Fungsional 
Tertentu Ahli 
Pertama 

- - - - - - - 1 - - - - - - - - - 10 - - - 4 7 - 11 

6 

Fungsional 
Tertentu 
Terampil 
Penyelia 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7 

Fungsional 
Tertentu 
Terampil 
Mahir 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8 

Fungsional 
Tertentu 
Terampil 
Trampil 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 

9 

Fungsional 
Tertentu 
Terampil 
Pemula 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 

TOTAL - - - - 5 2 1 1 - - - - - - - - - 10 1 1 0 7 14 - 21 
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Tabel 1.4 

JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)/ PELAKSANA 
BERDASARKAN GOLONGAN DAN GENDER 

BULAN DESEMBER 2024 
 

N
o 

JABATAN 
FUNGSION
AL UMUM 

(JFU) 

GOLONGAN RUANG 
Lain2 GENDER 

JUMLA
H IV III II I  

E D C B A D C B A D C B A D C B A     L P X  

1 
Perempu

an 
- - - - - 7 1 1 1 5 - - - - - - -   

 
- - 15 - 15 

2 Laki-laki - - - - - 4 1 1 3 1 - 1 - - - - -    - 11 - - 11 

TOTAL - - - - - 11 2 2 4 6 - 1 - - - - -    - 11 15 - 26 

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan 

Tabel 1.5 
PENDIDIKAN, GOLONGAN RUANG DAN GENDER 

BULAN DESEMBER 2024 
 

N
o 

PENDIDIK
AN 

GOLONGAN RUANG Lai
n2 

GENDER 
JUML

AH IV III II I PPPK 

E D C B A D C B A D C B A D C B A IX VII V  L P X  

1 S2 - - 1 - 6 2 1 - - - - - - - - - - -  -   - 5 5 - 10 

2 S1 - - - - 1 19 3 2 2 - - - - - - - - 10 -   - 12 25 - 37 

3 DIII - - - - - - - - - - - - - - - - -  - 1   - - 1 - 1 

4 SMA - - - - - - - - 1 7 - 1 - - - - -  - -  1 2 8 - 10 

5 SMK - - - - - - - - - - - - - - - - -  - -   -     - - 

TOTAL - - 1 - 7 21 4 2 3 7 - 1 - - - - -  10  1  1 19 39 - 58 

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan 

Tabel 1.6 

PNS BERDASARKAN AGAMA 

BULAN DESEMBER 2024 

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan 

 

 Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan 

 

No AGAMA 
GENDER Jumlah 

L P X  

1 ISLAM 19 28 - 47 

2 KATOLIK 1 - - 1 

3 KRISTEN PROSTESTAN 2 8 - 10 

Total 22 36 - 58 



 
DINAS PERIKANAN KAB. KUTAI TIMUR 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

8 
 

Tabel 1.7 

TENAGA KERJA KONTRAK DINAS DI KANTOR 

NO PENDIDIKAN PRIA WANITA JUMLAH 

1 S2 - - 0 

2 S1 5 12 17 

3 DIII 3 - 3 

4 DII - - - 

5 SLTA/Sederajat 1 8 9 

6 Paket C 3 - 3 

JUMLAH TK2D 32 
  Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan 

Tabel 1.8 

TENAGA KONTRAK DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) 

NO UPT PENDIDIKAN PRIA WANITA JUMLAH 

1 TPI Kenyamukan S1 2 1 3 

  DIII 1 - 1 

  SLTA/Sederajat - - - 

JUMLAH 4 

2 BBI KALIORANG S1 2 1 3 

  SLTA/Sederajat 6 - 6 

JUMLAH 9 

3 
TPI 

SANGKULIRANG 
S1 

2 1 3 

  SLTA/Sederajat 2 3 5 

  Paket C 1 1 2 

JUMLAH 10 

4 
UPT BBIAL TELUK 

KABA 
S1 

- 1 1 

  SLTA/Sederajat 1 - 1 

  Paket C 1 - 1 

JUMLAH 3 

5 
UPT BBU TELUK 

LOMBOK 
S1 

1 - 1 

  SLTA/Sederajat 1 - 1 

  Paket C - 1 1 

JUMLAH 3 

JUMLAH TK2D UPTD 29 

        Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan 

Tabel. 1.9 

Distribusi SDM (PNS dan PPPK) 

Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Pendidikan 

NO JABATAN NAMA NIP PANGKAT/GOL 
PENDIDIKAN 

(BIDANG STUDI) 
 

1 2 3 4 5 6 

1 KEPALA DINAS H. YULIANSYAH, S.T., M.T 196907042000031007 IV/c S2 TEKNIK 

2 
 KEPALA SUB BAGIAN 
UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

ANITHA FITRIANIE, S. Kel, 
M.AP 

198203232008012010  III/d S1 KELAUTAN 

3 
JF ANALIS SUMBER DAYA 
MANUSIA APARATUR AHLI 
PERTAMA 

AZIS PUJI SETIAWAN, SE 199504032019031003  III/b 
S1 EKONOMI 
MANAJEMEN 
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4 
PENELAAH TEKNIS 
KEBIJAKAN 

LADEN ARDI, S.Sos 197712112007011006  III/a 
S1 ILMU ADMINISTRASI 

NEGARA 

5 
PENELAAH TEKNIS 
KEBIJAKAN 

HADRAYANI, S.Kel 198501012010012030  III/c S1 ILMU KELAUTAN 

6 
PENELAAH TEKNIS 
KEBIJAKAN 

NURSIAH, S.Hut 198107132008012030  III/d S1 KEHUTAN 

7 
PENELAAH TEKNIS 
KEBIJAKAN 

ANTONIUS MERING, S.E. 197706142011011003 III/d S1- MANAJEMEN 

8 
PENGADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

TITIN SUMARNI 198605212010012004  II/d SMA IPS 

 9 
PENGADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

HENDRA SATRIA AMANG 198010242010012007  II/d SMA IPS 

10 
PENGADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

MARDIANA 198603082010012001  II/d SMA IPS 

 11 
PENGADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

SUDARMI 198107182010012006  II/d SMA SEKRETARIS 

12 
PENGADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

HAYATUN NUFUS 198007272008012032  III/a SMA HORTIKULTURA 

13 
PENGADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

ARMANSYAH 198310282010011006  II/b SMA IPS 

14 

KEPALA BIDANG 
PEMBERDAYAAN NELAYAN 
KECIL DAN USAHA 
BUDIDAYA IKAN 

- - - - 

15 
JF PENGELOLA KESEHATAN 
IKAN AHLI MUDA 

MUTIARA, S.Pi., M.P. 197302202006042013  IV/a S2 ILMU KEHUTANAN 

16 
JF ANALIS AKUAKULTUR 
AHLI MUDA 

FITRIYULLAH, S.Pi.,M.Si. 197012042000121003  IV/a S2 ILMU LINGKUNGAN 

 17 
JF ANALIS AKUAKULTUR 
AHLI MUDA 

ACHMAD JAYADI , 
S.Pi.,M.M. 

197111112007011019  IV/a 
S2 MAGISTER 
MANAJEMEN 

18 
PENATA KELOLA KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

DIDIN MARIANAN 
RAHAYU, S.Pi 

197903182003122006  III/d 
S1 SOSIAL EKONOMI 

PERIKANAN 

 19 
 PENATA KELOLA KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

RIZKY OKTARIYADI , S.Pi. 198610202010011007  III/d S1 PERIKANAN 

20 
PENELAAH TEKNIS 
KEBIJAKAN 

AHMAD DZULIKRAM , S.E. 198312192008011010  III/c 
S1 EKONOMI 
MANAJEMEN 

21 
 PENGADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

EVA LISMA GULTOM 1197604102009022005  II/d SMA BIOLOGI 

22 
KEPALA BIDANG 
PELAPORAN DAN USAHA 
PERIKANAN 

WILHELMINA MAGDALENA 
KAILOLA, S.Pi.,MP 

197303052006042016  IV/a 
S2 ILMU KEHUTANAN 

KONSENTRASI 
MANAJEMEN PESISIR 

 23 
JF PENGELOLA PRODUKSI 
PERIKANAN TANGKAP AHLI 
MUDA 

LENNY SAGITA, 
S.ST.Pi.,M.M. 

197612192007012017  IV/a 
S2 MAGISTER 
MANAJEMEN 

24 
JF PENGELOLA PRODUKSI 
PERIKANAN TANGKAP AHLI 
MUDA 

MUHAMMAD FAHRUL 
RAZI , S.Pi. 

198509182011011006  III/d S1 PERIKANAN 

 25 
JF PENGELOLA PRODUKSI 
PERIKANAN TANGKAP AHLI 
MUDA 

HELMIATI, S.ST.Pi 197707212007012016  III/d 
S1 TEKNOLOGI 
AKUAKULTUR  

26 
PENATA KELOLA KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

FADMAWATI KALA 
MANGESE, S.Pi 

197705102010012025  III/d S1 BUDIDAYA PERAIRAN 

27 
PENELAAH TEKNIS 
KEBIJAKAN 

ERNI PARURA, S.E. 198110302010012004  III/d S1 MANAJEMEN 

28 
PENATA KELOLA KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

JABBAR, S.Kel 197508172006041023  II/d S1 KELAUTAN 

29 

KEPALA BIDANG 
PENGOLAHAN, 
PEMASARAN DAN 
PENGAWASAN PERIKANAN 

MUKHLIS, S.Pd. 197102281998031004  IV/a 
S1 PENDIDIKAN 

EKONOMI 

30 
JF ANALIS PASAR HASIL 
PERIKANAN AHLI MUDA 

SAIDA, S.St.Pi.,M.Si. 197812012007012016  IV/a 
S1 ILMU ADMINISTRASI 

NEGARA 

31 
JF ANALIS PASAR HASIL 
PERIKANAN AHLI MUDA 

ASTIANAH, S.Sos. 198011072002122004  III/c 
S1 ILMU ADMINISTRASI 

NEGARA 
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 32 
PENELAAH TEKNIS 
KEBIJAKAN 

NURHALIMAH, SE 19770032010012004  III/d S1 EKONOMI 

33 
PENATA KELOLA KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

MUHAMMD 
FEBRIANSYAH, S.Pi. 

198302242010011012  III/d S1 PERIKANAN 

34 
PENATA KELOLA KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

EVA DIYANA, S.Pi. 198003132010012010  III/d 
S1 SOSIAL EKONOMI 

PERIKANAN 

35 
PENATA KELOLA KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 

YULIA DEWI, S.Pi 197607112010012002  III/d 
S1 MANAJEMEN 
SUMBER DAYA 

PERAIRAN 

36 
PENELAAH TEKNIS 
KEBIJAKAN 

ELIYA SOFA, S.Sos 198512162010012006  II/d 
S1 ADMINISTRSI 

NEGARA 

37 
KEPALA UPT 
SANGKULIRANG 

HAYATUN NUFUS, S.Pi. 197602292009012001  III/d 
S1 SOSIAL EKONOMI 

PERIKANAN 

38 
KEPALA UPT BALAI BENIH 
IKAN AIR LAUT SANGKIMA 

YUNI FACHRIZAL NOOR, SE 198206022008011019  III/d S1 MANAJAMEN 

39 
  
KEPALA SUB BAGIAN TATA 
USAHA 

VERAWATY, SE 198202022009012005  III/c S1 EKONOMI 

40 ANALIS BENIH M. FITRIANSYAH, S.Pi 197709142006041012  III/d S1 BUDIDAYA PERAIRAN 

 41 ANALIS BENIH 
AHMAD FHADIL HASAN, 
S.Pi 

2169082110000044  III/a S1 PERIKANAN 

42 
KEPALA UPT BALAI BENIH 
UDANG TELUK LOMBOK 

BOIMAN,SE. 196904172001121004  III/d S1 MANAJEMEN 

43 
  
KEPALA SUB BAGIAN TATA 
USAHA 

ADJI DEWI MEKAR REZEKI, 
S.Pd 

197711042010012016  III/c S1 PENDIDIKAN GURU 

44 
KEPALA UPT TEMPAT 
PELELANGAN IKAN 
KENYAMUKAN 

ROSITA KUNA, S.Pi 197504092007012012  III/d 
S1 BUDIDAYA 
PERIKANAN 

45 
 KEPALA SUB BAGIAN TATA 
USAHA 

JERPITA, SH.,M.Si. 198210082001122003  III/b S1 HUKUM PIDANA 

46 
TEKNISI SARANA DAN 
PRASARANA 

HERRY REZEKI ANGKA 
WIYUDA 

197401252007011013  II/d SMA IPS 

47 
ANALIS MUTU HASIL 
PERIKANAN 

RENDY INDRA SETIAWAN, 
S.Pi 

198905292022031003 III/a S1 PERIKANAN 

48 
AHLI PERTAMA – ANALIS 
AKUAKULTUR 

SRI UTAMI NINGRUM, S.Pi 198210212023212000 
IX - Ahli 
Pertama 

S1 PERIKANAN 

49 
AHLI PERTAMA – ANALIS 
AKUAKULTUR 

ABDUL RAHMAN, S.Pi 198112022023211000 IX- Ahli Pertama S1 PERIKANAN 

50 
AHLI PERTAMA – 
PERENCANAAN 

WIDYA PRADANA UTAMI, 
S.E 

198709302023212000 IX- Ahli Pertama S1 EKONOMI 

51 
AHLI PASAR HASIL 
PERIKANAN PERTAMA/AHLI 
PERTAMA  

MARIANI, S.Kel 198407102024212000 IX- Ahli Pertama S1 PERIKANAN 

52 
PENGELOLA KESEHATAN 
IKAN AHLI PERTAMA (PPPK) 

DINIATY, S.Pi 198710152024212000 IX- Ahli Pertama S1 PERIKANAN 

53 
AHLI PERTAMA – PRANATA 
KOMPUTER 

SEPFRIARINA MAULINA 
SARI, S.Kom 

199109212023212000 IX- Ahli Pertama S1 KOMPUTER 

54 
AHLI PERTAMA – 
PENGELOLA PRODUKSI 
PERIKANAN TANGKAP 

KRISNAWANTI PATTANG, 
S.Pi 

198509062024212000 IX- Ahli Pertama S1 PERIKANAN 

55 
AHLI PERTAMA – 
PERENCANAAN 

SULKAN ANDRIANI, S.E 199312022024212000 IX- Ahli Pertama S1 EKONOMI 

56 
AHLI PERTAMA – 
PENGELOLA PRODUKSI 
PERIKANAN TANGKAP 

DE CHARLOS SAPUTRA, 
S.Pi 

199506162024211000 IX- Ahli Pertama S1 PERIKANAN 

57 
AHLI PERTAMA - 
PENGELOLA KESEHATAN 
IKAN 

MILIYADI RITO SETIAWAN, 
S.Pi 

198401042024211000 IX- Ahli Pertama S1 PERIKANAN 

58 ARSIPARIS TERAMPIL 
MERYANI MASSAU 
RANTEALLO, A.Md 

197805082024212000 VII - Terampil D III SEKRETARIS 

59 
PEMULA – TEKNIS 
AKUAKULTUR 

SUSANTI 198810312023212000 V - Terampil SMK 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

    Dari  laporan keuangan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Realisasi Belanja sampai 31 Desember Tahun 2024 sebesar  Rp. 

46.774.017.522 atau 82,26% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar 

Rp. 56.856.818.970. Lebih kecilnya realisasi anggaran belanja merupakan 

usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur dalam 

melaksanakan efisiensi dan penetapan dalam pelaksanaan anggaran.  

2. Neraca  Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Kutai  Timur Per 1 

Januari S/d 31 Desember Tahun 2024 dengan nilai Aset Lancar sebesar 

Rp. 423.500.000, Aset Tetap sebesar  Rp. 25.187.806.295 dan nilai Aset 

Lainnya sebesar Rp. 23.479.674.899. 

3. Secara umum, pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Kutai Timur Per 1 Januari S/d31 Desember Tahun 2024 telah dapat memenuhi 

tugas pokok dan fungsi yang tercermin dari tercapainya seluruh indikator 

kinerja ± 82.26% pada  selama Per 1 Januari S/d 31 Desember.  

4. Pada pelaksanaan tahun 2024 tidak terserapnya anggaran disebabkan 

lambannya pengesahan DPA, lambannya SK Hibah terbit, keterbatasan SDM 

dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta selisih atau sisa dari belanja barang 

yang tidak sesuai standar harga dan sisa dari kegiatan perjalanan dinas.                        

             Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan Akhir ini sangat 

sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi 

lebih lanjut. Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada segenap jajaran di 

lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur yang telah mendukung 

tersusunnya Laporan Keuangan ini. 
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5.2 Saran 

Adapun saran atas Laporan Keuangan Badan/Dinas yaitu beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Penguatan atau percepatan progres pelaksanaan kegiatan dalam hal evaluasi 

pelaksaan kegiatan dan penyerapan anggaran. 

2. Evaluasi dan koordinasi perencana aggaran dan keuangan secara rutin, kendala 

dan permasalahan di PPTK dalam proses percepatan penyerapan anggaran 

masing-masing PPTK. 

3. Pemantauan real-time terhadap progres anggaran untuk mengidentifikasi 

hambatan lebih dini. 

4. Pastikan komunikasi intensif dengan pihak yang berkaitan seperti Bapeda, 

DPRD, dan instansi lain untuk percepatan persetujuan anggaran. 

5. Hindari penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun, karena dapat 

menyebabkan masalah seperti keterlambatan RKA dan DPA Perubahan, 

pembayaran dan wanprestasi. 

 

 

 

 

 


